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Masyarakat telah banyak yang 
 dirugikan investasi bodong, sehingga 
OJK harus melakukan pencegahan, 
termasuk penguatan literasi keuangan 
kepada masyarakat Indonesia.

Banyak Korban, Puan Ingatkan DK OJK
Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPR Puan Maharani berharap 
anggota Dewan Komisioner 
(DK) Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) terpilih untuk periode 
2022-2027, lebih memper-

hatikan perlindungan bagi 
masyarakat dari investasi ilegal 
yang sudah banyak memakan 
korban.

“Selamat atas terpilihnya 
anggota Dewan Komision-

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua Umum Partai Nasdem 
Ahmad Ali berharap, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) dapat 
bersikap tegas apabila nanti-
nya ada menteri yang masih 
berbicara soal perpanjangan 
masa jabatan presiden. Pasal-
nya, sebelumnya Jokowi telah 
meminta agar para menteri 
menghentikan polemik terse-
but dan fokus pada pekerjaan 
masing-masing.

“Ya harusnya supaya ti-
dak ada keraguan, kan Pak 
Jokowi sudah melarang nih, 
terus kemudian ada orang 
(menteri) yang masih bicara 
itu, ya, harusnya Pak Jokowi 
konsisten, memecat orang-
orang seperti itu, supaya ke-

mudian Pak Jokowi-nya tidak 
dihubung-hubungkan,” kata 
Ali saat dihubungi  wartawan, 
Jumat (8/4).

Menurutnya, ketegasan 
Jokowi masih ditunggu pub-
lik. Sebab, bila ada menteri 
yang masih berbicara soal tiga 
periode, maka dapat dikatakan 
tidak menghargai Jokowi. Se-
lain itu, apabila nantinya Jokowi 
tetap membiarkan isu tiga peri-
ode bergulir, ada kekhawatiran 
bahwa mantan Gubernur DKI 
Jakarta itulah yang justru men-
ginginkan hal tersebut.

“Orang pasti masih bers-
pekulasi, wah ini maunya pak 
Jokowi ini. Buktinya enggak 
dikasih sanksi orang ini,” tutur 
Ali. mei

Jokowi Diminta Pecat Menteri yang
Masih Bicarakan Penundaan Pemilu

er OJK Periode 2022-2027. 
Semoga ke depan OJK, seb-
agai lembaga independen yang 
bertugas mengawasi seluruh 
kegiatan berkaitan dengan 
keuangan, dapat semakin pro-
fesional,” kata Puan dalam 
keterangan yang diterima di 
Jakarta, Jumat.

Komisi XI DPR melaku-
kan uji kelayakan dan kepatu-
tan (fi t and proper test) terha-
dap anggota DK OJK periode 
2022-2027. Hasil keputusan uji 
tersebut disahkan dalam Rapat 
Paripurna DPR pekan depan.

PENYALURAN BANTUAN TUNAI PKLWN
Aster Panglima TNI Mayjen TNI 
Sapriadi (tengah)  didampingi 
Danrem 051/Wijayakarta Brigjen 
TNI Yustinus Nono Yulianto 
 (kanan) dan Dandim  0508/ Depok 
Kolonel  Inf   E lv ino Yudha 
 Kurniawan  berbincang dengan 
warga penerima  Bantuan Tunai 
Pedagang Kaki Lima, Warung 
dan Nelayan (BT-PKLWN) di 
Kodim 0508/Depok, Jawa Barat, 
Jumat (8/4). Kodim 0508/Depok 
menyalurkan BT-PKLWN dari 
pemerintah pusat kepada 26 
ribu penerima manfaat secara 
bertahap mulai 8 hingga 28 
April 2022 yang masing-masing 
penerima mendapat bantuan 
sebesar Rp600 ribu.

 IDN/ANTARA 

TANGERANG (IM)  
- Para penggugat Jama’an 
Nurchotib Mansur alias Ustaz 
Yusuf  Mansur dalam kasus 
wanprestasi terkait investasi 
hotel haji atau umrah, menolak 
dibayarkan dana kerahiman 
oleh sang ustaz. Pasalnya, hing-
ga kini belum diketahui secara 
pasti besaran dana kerahiman 
yang akan mereka terima.

“Mereka mau ngasih kera-
himan (pihak Yusuf). Kita 
tanya kerahiman berapa, mer-
eka enggak tahu kerahiman 
berapa,” ujar kuasa hukum 
penggugat, Ichwan Tony saat 
dihubungi, Jumat (8/4).

“Ya kalau kerahiman eng-
gak jelas, ya buat apa,” ujar 
Ichwan.

Ichwan mencontohkan, 
kliennya menggelontorkan 
dana untuk investasi hotel haji/
umrah milik Yusuf  sebesar Rp 
10 juta. Kemudian, diconto-
hkan bahwa Yusuf  memberi 
dana kerahiman sebesar Rp 
1 juta.“(Investasi) Rp 10 juta, 
nanti dikembalikan cuma Rp 
11 juta, ya kita kan enggak 
terima,” papar Ichwan.

Dalam kesempatan yang 
sama, Ichwan meminta Yusuf  
mengembalikan nilai pokok 
investasi hotel haji atau um-
rah. Besaran nilai investasi 
beragam, mulai dari belasan 
hingga puluhan juta. Kepada 
Yusuf, Ichwan juga meminta 
ganti rugi imateriel hingga Rp 

300 juta.
“Kerugian imateriel, kita 

minta di angka Rp 250 juta-
Rp 300 juta. Tolong kerugian 
imateriel dikembalikan. Itu 
paling kecil, paling mentok,” 
ujarnya.

Menurut Ichwan, Yusuf  
harus membayarkan ganti rugi 
imateriel sebab ada kerugian 
lain yang dialami penggugat 
selain nilai pokok investasi. 
Ichwan menyebutkan, kliennya 
harus mengeluarkan biaya 
selama mencari Yusuf  untuk 
meminta uang investasinya 
dikembalikan.

 Ini dilakukan sebelum 12 
penggugat melayangkan gu-
gatan terhadap Yusuf  Mansur.

Ariel Mochtar, kuasa hu-
kum Yusuf, sebelumnya me-
nyampaikan bahwa pihak yang 
meminta investasinya dikem-
balikan juga diberikan dana 
kerahiman oleh ustaz kondang 
itu. Besaran dana kerahiman 
itu sesuai dengan kemampuan 
Yusur Mansur.

“Faktanya juga sebagian 
besar sudah dikembalikan, 
kan seperti itu,” sebut Ari-
el, 24 Maret 2022. “Dan itu 
(nilanya) sama. Artinya dari 
sistem pengembalian yang 
ustaz lakukan sebelumnya, 
ke orang-orang yang sudah 
selesai, itu dikembalikan dan 
selalu ditambah kerahiman. 
Nah kerahiman itu semampu 
ustaz,” katanya. mei

Para Penggugat Tolak Dana Kerahiman
dari Yusuf Mansur terkait Wanprestasi

JAKARTA  (IM) - Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
menandatangani Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 51 
Tahun 2022 Tentang Program 
Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka (Paskibraka). Dalam 
aturan yang ditandatangani 
pada 5 April 2022 ini ditegas-
kan peran Megawati Soek-
arnoputri sebagai pembina 
Duta Pancasila Paskibraka In-
donesia tingkat pusat.

Dilansir dari salinan lem-
baran perpres yang telah di-
unggah di laman resmi Sek-
retariat Negara, Jumat (8/4), 
paskibraka adalah pelajar putra 
dan putri terbaik yang meru-
pakan kader bangsa untuk 
melaksanakan tugas mengi-
barkan/menurunkan duplikat 
Bendera Pusaka pada upacara 
peringatan Hari Ulang Tahun 
Proklamasi Kemerdekaan Re-
publik Indonesia dan upacara 
peringatan Hari Lahir Pancasila 
baik di tingkat nasional/pusat, 
provinsi, dan kabupaten/ kota.

Kemudian, purnapaskibra-
ka merupakan paskibraka yang 
telah selesai melaksanakan 
tugas mengibarkan/menu-
runkan duplikat Bendera Pu-
saka pada upacara peringatan 
Hari Ulang Tahun Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indo-
nesia dan upacara peringatan 
Hari Lahir Pancasila.

Pada pasal 9 dijelaskan 
bahwa purnapaskibraka di-
angkat sebagai Duta Pancasila. 

Pengangkatan purnapaski-
braka menjadi Duta Pancasila 
ditetapkan oleh badan yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pem-
binaan ideologi Pancasila 
(BPIP).

Selanjutnya pada pasal 
13 ayat (1) dijelaskan bahwa 
Duta Pancasila Paskibraka 
Indonesia terdiri atas tingkat 
pusat, provinsi dan kabupaten/
kota. Pada pasal 14 ayat (1) 
Pembina Duta Pancasila Paski-
braka Indonesia tingkat pusat 
terdiri atas: Dewan pembina 
dan Anggota pembina.

Pada pasal 14 ayat (2) De-
wan pembina sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf  
a dijabat secara ex officio 
oleh: Ketua Dewan Penga-
rah Badan, Menteri yang me-
nyelenggarakan koordinasi, 
sinkronisasi, dan pengendalian 
urusan kementerian/lembaga 
dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang politik, 
hukum, dan keamanan.

Pasal 20 ayat (1) menjelas-
kan bahwa BPIP memberikan 
pembinaan terhadap Duta 
Pancasila Paskibraka Indo-
nesia. 

Pembinaan sebagaimana 
dimaksud meliputi empat 
hal, yakni: Pembentukan ang-
gota, Peningkatan kompe-
tensi anggota, Kegiatan atau 
aktivitas kepaskibrakaan, dan 
Kegiatan pengarusutamaan 
Pancasila. han

Jokowi Angkat Megawati Jadi Pembina
Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

Puan berharap Mahendra 
Siregar, yang terpilih sebagai 
Ketua DK OJK, dapat mewu-
judkan visi dan misinya ter-
kait pelaksanaan pengawasan 
OJK, agar lebih terintegrasi 
dan berkualitas dalam hal 
perlindungan konsumen serta 
masyarakat.

“Dan secara khusus, saya 
mengapresiasi kinerja ang-
gota DK OJK sebelumnya di 
bawah kepemimpinan Bapak 
Wimboh Santoso, yang se-
bentar lagi akan purna tugas,” 
tukasnya.

Puan juga meminta ang-
gota DK OJK terpilih untuk 
terus menjaga stabilitas sek-
tor jasa keuangan, khususnya 
mengenai investasi ilegal yang 
banyak memakan korban.

Masyarakat telah banyak 
yang dirugikan akibat investasi 
ilegal, sehingga OJK harus 

lebih berperan melakukan 
pencegahan, termasuk dengan 
penguatan literasi keuangan 
kepada masyarakat Indonesia, 
pintanya.

Dia berharap OJK bisa 
lebih menunjukkan taring 
dalam memerangi praktik 
investasi bodong, karena lem-
baga tersebut harus mampu 
menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan 
terhadap keseluruhan kegiatan 
di dalam sektor jasa keuangan 
secara maksimal.

“Kami semua menanti-
kan OJK dapat lebih tegas 
dalam menegakkan aturan, 
sehingga berbagai upaya pe-
nyelewengan dalam sektor jasa 
keuangan dapat diminimalisir. 
Sepak terjang OJK yang baik 
akan menjaga sehatnya sistem 
jasa keuangan Indonesia,” 
ujarnya. mei

JAKARTA (IM) - Kepala 
Staf  Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal tni Dudung Abdu-
rachman memimpin upacara 
serah Terima jabatan (Sertijab) 
6 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, 
di Aula A.H. Nasution Mabesad, 
Jakarta Pusat, Jumat (8/4). 

Dalam sambutannya, Du-
dung mengucapkan terima 
kasih dan memberikan peng-
hargaan kepada para pejabat 
lama atas pelaksanaan tugas-
nya. Menurutnya, , apa yang 
selama ini dilakukan dinilai 
sebagai bentuk pengabdian 
dan dedikasi yang begitu besar 
kepada TNI AD.

“Kepada pejabat baru, saya 
ucapkan selamat atas jabatan ba-
runya. Ukir prestasi dan adakan 
peningkatan-peningkatan dari 
sebelumnya, terutama mem-
berikan kontribusi yang positif  
kepada pemerintah dalam mem-
bangun bangsa dan negara ini,” 
ucap KSAD Dudung.

Dia menambahkan, tantan-
gan ke depan semakin berat. 
Oleh karena itu, para pejabat 
diharapkan dapat meningkatkan 
profesionalisme prajurit dengan 

Brigjen Iwan Setiawan Resmi
Menjabat Danjen Kopassus

melakukan kegiatan latihan 
dan kegiatan teritorial yang 
memberikan dampak signifi kan 
dalam membantu kesulitan dan 
dapat meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat.

“Saya ingin semua kegiatan 
yang kita lakukan berdam-
pak positif  bagi prajurit dan 
masyarakat, serta pemerintah 
baik pusat maupun daerah,” 
ujarnya.

Adapun keenam jabatan 
yang diserahterimakan yakni Ir-
jenad dari Letjen TNI R. Wisnoe 
Prasetja Boedi kepada Mayjen 
TNI Rudianto, Asrena KSAD 
dari Mayjen TNI Candra Wijaya 
kepada Mayjen TNI Kasuri, dan 
Danjen Kopassus dari Mayjen 
TNI Widi Prasetijono kepada 
Brigjen TNI Iwan Setiawan.

Selanjutnya, Aster KSAD 
dari Mayjen TNI Achmad 
Marzuki kepada Mayjen TNI 
Karmin Suharna, Pangdam 
IV/Diponegoro dari Mayjen 
TNI Rudianto kepada Mayjen 
TNI Widi Prasetijono, dan 
Kapushubad dari Mayjen TNI 
Masri kepada Brigjen TNI 
Nurcahyo Utomo.han

MEDAN (IM) - Ketua 
Komisi VII DPR RI, Ramson 
Siagian, meminta kepada Per-
tamina dan Kepolisian segera 
berkoordinasi untuk menun-
taskan kasus dugaan pengoplo-
san elpiji yang ada di Sumatera 
Utara. Termasuk yang baru-baru 
ini mencuat di Kota Pematang-
siantar, Sumatera Utara. 

Hal itu dikatakan Ramson 
usai menggelar Kunjungan 
Kerja Spesifi k Distribusi BBM, 
Gas dan Listrik menjelang Idul-
fi tri Tahun 2022 di Aula Kantor 
Pertamina Patra Niaga Regional 
Sumbagut, di Jalan Yos Sudarso, 
Kota Medan, pada Kamis 7 
April 2022.

“Kita minta Pertamina 
merespon bekerja sama den-
gan pihak kepolisian,” tegas 
Ramson.

Bukan hanya dengan polisi, 
Pertamina Patra Niaga juga di-
mintanya bekerja sama dengan 
institusi pemerintah terkait, 
seperti BPH Migas. Kerja sama 
tersebut mutlak diperlukan agar 
penanganan kasus pengoplosan 
elpiji dapat diselesaikan dengan 
tuntas.

“Begitu pun dengan upaya-

Anggota DPR Minta Pertamina dan Polisi
Tuntaskan Kasus Elpiji Oplosan di Sumut 

upaya pencegahan, kerja sama 
tersebut tetap harus dijalankan. 
Terlebih dengan cukup ban-
yaknya kasus pengoplosan elpiji 
yang terjadi di Sumut,” pung-
kasnya.

Berdasarkan catatan, hampir 
setiap tahun mencuat kasus 
dugaan pengoplosan elpiji di 
provinsi ini. Dan bukan hanya di 
Kota Medan, praktik pengoplo-
san juga kerap terjadi di daerah 
lain di Sumut.

Seperti kasus terkini yang 
sedang didalami Pertamina Patra 
Niaga. Yakni dugaan adanya 
salah satu agen elpiji nonsubsidi 
di Kota Pematangsiantar yang 
diduga melakukan pengoplosan.

Diberitakan sebelumnya, 
Section Head Communication 
dan Relation PT Pertamina 
Patra Niaga Regional Sumba-
gut Agustiawan mengatakan, 
pihaknya sedang melakukan 
pemeriksaan kepada PT HTJG, 
agen elpiji nonsubsidi yang ber-
basis di Kota Pematangsiantar. 
Pemeriksaan tersebut terkait 
dugaan tindakan pengoplosan 
dari elpiji subsidi 3 kg ke elpiji 
nonsubsidi 5,5 kg, 12 kg dan 50 
kg oleh PT HTJG. lus

PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
Orang tua menunjukkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di 
 Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat (8/4). Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan menargetkan sebanyak 17,9 juta siswa SD, SMP, dan 
SMA penerima PIP pada tahun 2022 agar dapat membantu siswa kurang 
mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. 

IDN/ANTARA

AKSI MAHASISWA NTB MENGGUGAT
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi 
di NTB terlibat aksi saling dorong dengan 
aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk 
rasa di  depan kantor DPRD NTB di Mataram, 
NTB,  Jumat (8/4). Ratusan mahasiswa dari 
berbagai perguruan tinggi NTB dalam orasinya 
 menyampaikan berbagai tuntutan diantaranya 
penolakan kenaikan harga BBM, mahalnya 
minyak goreng serta menolak wacana presiden 
tiga periode. 

IDN/ANTARA

Mantan Dirut PT Asabari Adam Damiri
Dihukum 20 Tahun, Keluarga: Tak Adil

 JAKARTA (IM) - Pihak 
keluarga mempertanyakan ke-
napa belum menerima salinan 
putusan dari majelis hakim 
Pengadilan Tipikor pada Pen-
gadilan Negeri Jakarta Pusat, 
yang menghukum Mayjen 
Purn Adam Rachmat Damiri, 
Direktur Utama (Dirut) PT 
Asabri periode 2009 – 2016, 
selama 20 tahun penjara. 

Hal ini disampaikan Linda 
Susanti sebagai perwakilan 
dari keluarga Adam Damiri, 
saat menggelar konferensi 
pers di kantor Advocates 
BRIS and PARTNERS, Ke-
bayoran Baru, Jakarta Selatan 
pada Kamis (7/4).

Saat konferensi pers, 
Linda didampingi oleh kuasa 
hukum Adam Damiri, Afrian 
Bondjol, Yulius Irawansyah, 
Rachmawati, dan mantan 
pegawai Asabri Zulkarnaen 
Effendi. 

Menurut Linda, ada be-
berapa hal yang ingin disam-
paikan. Pertama, pihaknya 
mengaku belum menerima sa-
linan putusan dari pengadilan 
negeri. Hal ini, lanjut Afrian, 
menjadi tanda tanya besar

“Sampai saat ini pihak 
keluarga masih menunggu sa-
linan putusan terhadap Adam 
Damiri. Pembelaan kami men-
jadi tidak maksimal, karena 
kami ada upaya lanjutan yaitu 
banding. Itu hak dari klien 
kami, yang akan mengung-
kapkan fakta-fakta, jadi kami 
belum bisa melanjutkan hal 
itu,” kata Afrian.

Kedua, putusan 20 tahun 
yang diterima oleh pak Adam 
Damiri tersebut dinilai tidak 
adil. Menurut Afrian, ada 
hal-hal yang meringankan 
dissenting opinion, tetapi 

justru ditambah. Pihaknya 
pun mengaku masih mening-
galkan tanda tanya besar pada 
besaran angka Rp22,7 triliun 
yang dinilai masih rancu

“Mungkin itu peluang dan 
celah bagi kami. Keempat, 
ada dugaan penerimaan aliran 
dana yang diterima itu kami 
bantah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Af-
rian, kasus ini diawali dengan 
sembilan terdakwa, dan saat 
ini menjadi delapan orang, 
karena satu orang terdakwa 
telah meninggal dunia.

“Klien kami itu seharus-
nya dituntut Rp2,7 triliun 
karena kerugian negara, dana 
itu berubah menjadi aset. 
Metode perhitungan kerugian 
itu dihitung harus nyata, jelas, 
dan tidak berubah-ubah,” 
katanya.

Sementara itu, Yulius 
Irwansyah, menambahkan 
bahwa pihaknya juga telah 
melakukan eksepsi yang me-
nyatakan bahwa dakwaan 
ini seharusnya ditolak oleh 
majelis hakim. Namun begitu, 
eksepsi tersebut tidak diterima.

Dirinya menyatakan, ter-
dapat kejanggalan dalam per-
sidang tersebut, seperti halnya 
BPK yang dijadikan saksi ahli 
aksi yang bertugas hanya men-
jabarkan teori, bukan fakta.

“BPK sendiri yang men-
dakwa klien kami melakukan 
korupsi. Kalau kita berbicara 
terkait korupsi, itu ada dua, 
melawan hukum dan merugi-
kan negara. Klien kami tidak 
melakukan kedua hal itu, klien 
kami tidak berhubungan lang-
sung dengan tindak pidana 
itu,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Yulius, 
dalam proses tersebut kon-

teks yang terkait merupakan 
investasi saham dengan rek-
sadana. Dalam pelaksanaan-
nya, ia menegaskan bahwa 
kliennya mendelegasikan in-
vestasinya ke divisi investasi. 
Pihaknya pun menegaskan 
akan melakukan upaya band-
ing.

“Perbuatan menganalisa, 
layak atau tidak layak itu sudah 
divisi tertentu yang dilimpah-
kan, seharusnya mereka yang 
bertanggung jawab atas hal ini, 
bukan direksi,” ucapnya.

Dari dasar-dasar itu 
semua, menurutnya, Adam 
Damiri klien tidak layak di-
jatuhkan hukuman, kami juga 
melihat bahwa majelis hakim 
ada keragu-raguan. Kalau ada 
keraguan di dalam hakim, 
seharusnya hakim ini me-
lepaskan klien kami. “Kami 
juga akan melakukan upaya 
banding, sampai saat ini kami 
belum mendapatkan salinan 
putusan, kami tidak tau apa 
persoalannya.”

Di sisi lain, Racmawati me-
nyampaikan hasil audit BPK 
pada 2009-2016 melalui kantor 
akuntan publik menyatakan, 
ASABRI mendapatkan predi-
kat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Namun begitu, hasil 
LHP menunjukkan terdapat 
kerugian negara. Hal itu dini-
lai Rachmawati menjadi hal 
yang janggal. Selain itu, kata 
Rachmawati, kliennya pernah 
memperoleh penghargaan 
CEO terbaik di BUMN, begitu 
banyak prestasi. 

“Sayangnya meskipun 
hakim membacakan hal-hal 
yang meringankan tetapi 
hakim tetap memberikan 
hukuman yang maksimal,” 
tuturnya. han


